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Bidang Hukum Kepidanaan 

Petaksanaan UUPKS di Indonesia menimbulkan polemi k yang berkepanjangan, 

baik di kalangan pen egak hukum, teoritisi hukwn juga masyarakat ilmuwan lainnya, ha! 

ini bennula disebabakan karena tuasnya pengertia n subversi sebagaimana yang 

dirumuskan dalam UUPKS te rsebut, clan disisi lain karena UUPKS ini berbarengan 

dengan hak-hak budaya rakya1 unmk melaksanakan hak-hak politiknya. 

Secara arti harfiah dari subversi iatah gerakan bawah tanah untuk menggulingkan 

pemerintahan a tau kekuasaan yang sah, sedangkan yang dimaksud tindak pidana 

subversi adalah merupakan suatu kejahatan yang be.rmaksud untuk menghancurkan clan 

meruntuhkan keutuhan serta kelangsungan hidup bemegara, yang m eli puti berbagai 

bidang sasaran kegiatannya yaitu idiologi, politik, ekonomi, keuangan dan sosial 

budaya. 

Selama pemerintahan orde baru banyak terja di pertentangan tentang suatu UU 

yang dibuat oleh rezim orde lama melalui Penpres No. l l/1963 tentang Pemberanwan 

Kegiatan Subversi ini ka rena tidak mempunyai pijakan hukwn atau gantu ngan hukum 

karena dianggi:p sebagai suatu bentuk peoyelewengan terhadap UUD 1945 oleh 

kekuasaan dominasi, clan tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan 

Indonesia, serta nita i-ni lai hak azasi manusia. 

Dalam penulisan Skripsi ini peoulis menggunakan metode pen elitian yailu 

penelitian kepustkaan clan penelitian lapangan. Peaelitian kepustakaan dilakukan dengan 

mempelajari clan menelusuri bahan-bahan yang bersifat teoritis serta penelitian lapangan 
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dilakukan dengan melakukan pengambilan data kasus I perkara Tindak Pidana Subversi 

Di Pengadilan Negeri Medan. 

Adapun yang menjadi pennasalahan penulis adalah : 

1. Bagaimana pengaruh dan efek dari tinda.k pidana subversi dalarn kehidupan 

bemegara? 

2. Bagaimana kedudukan latar belakang politik dalam pencabutan WPKS ? 

3. Bagaimana keberadaan dan efektipitas UUPKS pada zaman Reformasi ? 

Jadi dalarn hal ini penulis membuat tujuan penelitian yakni: 

I. Untuk melengkapi tugas-tugas akhir perkuliahan dan memenuhi persyaratan untuk 

mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. 

2.  Untuk rnenelaah dan menganalisa sampai sejauh mana latar belakang politik dalam 

Pencabutan UU pemberantasan kegiatan subwrsi, sehingga diperoleh suatu 

gambaran yang jelas dan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat dan 

pembaca dalam menghadapi supremasi hukum. 

3. Selain itu penulis ingin menyumbangkan sesuatu bagi pengembangan ilmu 

khususnya ilmu hukum pidana sebagai realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, 

terutama bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Medan Area. 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis laJ..."Ukan maka penulis dapat 

membetikan kesimpulan sebagai beri.kut: 

l. Bahwa seluruh rakyat Indonesia ikut merasakan penderitaan lahir dan batin dari 

digunakannya WPKS tersebut karena Keberadaan UU yang Represif itu justru 

membangun kecurigaan terus menerus yang tiada habisnya dari pihak penguasa 

yang akhirnya mengakibatkan negara dan masy'\rakat tidak pemah merasa aman 

dan tenteram. 

., Unsur-unsur politik yang melatar belakangi peocabutan WPKS in.i terdapat juga 

daJam Penjelasan UU RI No. 26/tahun 1999, dan unsur-unsur lainnya yaitu: 

- Ketidakpastian WPKS di  mata hukum karena telah kehilangan pijakan hukum 

atau gantuogan hukumnya clan masih kontraversial (dipenentangkan) oleh 

berbagai praktisi huJ...'11111. 
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Adanya kebohongan politik selama kepemimpinan Presiden Suharto pada orde 

baru dengan peryataan-peryataan yang tidak sesuai dengan kenyataan 

Ditahannya tokoh-tokoh politik yang mempelJuangkan demokrasi yang 

sesungguhnya di Indonesia. 

- Adanya tuntutan-tuntutan dari tokoh-tokoh refonr1as1 untuk mcncabut UUPKS 

tcrscbut 

Adanya peryataan-peryataan pohtik dari sebagian pejabat ncgara untuk 

mcncabut UUPKS. 

Jatuhnya rezirn ordc baru yang dipimpin oleh Presiden Suharto. 

Deng:m demikian Hendaknya kiia sadar bahwa pel)uangan untuk mewujudkan 

refonnasi tidak berakhir ketil,.a terjadi pergantian rezim tetap1 yang diperlukan pada 

zaman Refonnas1 rni dalarn tatanan bangsa Indonesia adalah adanya perba1kan sistem, 

int adalah merupakan prins1p mla1-nilai demokrasi dan pembaharuan bangsa. 
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